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This study aims to analyze the discourse construction in the fatwa issued by 

the Indonesian Council of Ulama (Majelis Ulama Indonesia/MUI) 

regarding interreligious greetings and its relation to pluralism dynamics in 

Indonesia. Utilizing a qualitative approach with a literature-based method 

and critical discourse analysis (Fairclough model), the study explores the 

linguistic and semantic features of fatwa texts, as well as the embedded 

religious symbols and power relations. The findings reveal that fatwas not 

only function as normative religious authority but also shape social 

structures through the production of religious meanings. Public resistance, 

the emergence of alternative religious discourses in digital media, and the 

role of moderate religious organizations are pivotal in shaping social 

responses. Moreover, the maqashid shariah framework and progressive 

theology contribute to reconstructing the relationship between theological 

symbolism and social ethics in a plural society. This study highlights the 

need for inclusive fatwas that consider social diversity and universal 

human values. 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi wacana dalam fatwa 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai salam lintas agama dan 

keterkaitannya dengan dinamika pluralisme di Indonesia. Menggunakan 

pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka dan analisis wacana 

kritis model Fairclough, penelitian ini mengidentifikasi ciri linguistik dan 

semantik dalam teks fatwa, serta representasi simbol keagamaan dan relasi 

kuasa yang terkandung di dalamnya. Temuan menunjukkan bahwa teks 

fatwa tidak hanya memuat otoritas normatif, tetapi juga membentuk 

struktur sosial melalui produksi makna keagamaan. Resistensi masyarakat 

terhadap fatwa, kemunculan wacana alternatif di media digital, dan 

kontribusi organisasi keagamaan moderat menjadi faktor penting dalam 

membentuk respons sosial. Selain itu, pendekatan maqashid syariah dan 

teologi progresif turut merekonstruksi relasi antara simbolisme teologis dan 

etika sosial dalam masyarakat majemuk. Studi ini menekankan pentingnya 

fatwa inklusif yang mempertimbangkan keragaman sosial dan nilai-nilai 

kemanusiaan universal. 
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Pendahuluan 

Dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia, isu salam lintas agama menjadi salah 

satu titik temu antara ekspresi keagamaan dan tuntutan sosial-kultural untuk hidup 

berdampingan secara damai. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang melarang 

pengucapan salam lintas agama menjadi sorotan tajam karena dianggap tidak sesuai dengan 

semangat koeksistensi dan pluralitas yang telah lama hidup dalam masyarakat Indonesia. 

Dalam konteks ini, semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" yang menjadi dasar kohesi sosial bangsa 

dipertentangkan dengan pendekatan normatif keagamaan yang cenderung eksklusif. Sejumlah 

studi kontemporer, seperti yang dilakukan oleh(Kusuma & Susilo, 2020), menunjukkan bahwa 

keterlibatan masyarakat sipil dalam dialog lintas iman, terutama di daerah seperti Yogyakarta, 

berkontribusi signifikan dalam mencegah konflik dan memperkuat integrasi sosial. Demikian 

pula, studi di Selangor menunjukkan bahwa respons Muslim terhadap ucapan seperti "Rest in 

Peace" mencerminkan ketegangan teologis yang kompleks (“Understanding the Rulings on 

Greetings and Prayers for Non-Muslims in Selangor: An Analytical Study,” 2024) 

Sementara itu, di konteks negara-negara mayoritas Muslim lainnya, seperti Malaysia, 

Australia, dan Selandia Baru, praktik salam lintas agama memperlihatkan dinamika yang 

beragam. (Pratt, 2011) mencatat bahwa Muslim di negara-negara tersebut terlibat aktif dalam 

forum lintas iman dan memperkuat peran Islam sebagai kekuatan sosial yang konstruktif. 

Sebaliknya, di wilayah seperti Papua, munculnya pengaruh Islam transnasional telah 

menciptakan ketegangan antarumat beragama yang sebelumnya hidup harmonis(Ridwan & 

Khotimah, 2024). Fatwa MUI dalam konteks ini tidak hanya menjadi teks keagamaan, tetapi 

juga artefak sosial yang membentuk relasi kuasa dan batasan dalam kehidupan publik. 

(Mahendra & Junaidi, 2023)menegaskan bahwa fatwa tidak lagi bersifat internal semata, 

melainkan menjadi penentu batas etik dalam masyarakat yang kompleks dan multikultural. 

(Hakim et al., 2023)juga mencatat bahwa dalam kasus pandemi COVID-19, fatwa berfungsi 

sebagai pedoman sosial yang efektif dalam membingkai perilaku publik. Namun demikian, 

tantangan terhadap otoritas fatwa terus berkembang, terutama karena pluralitas otoritas dan 

kompetisi tafsir dalam ruang digital(Zamhari et al., 2021);(Shuhufi et al., 2022). 

Bertolak dari konteks tersebut, muncul pertanyaan penting mengenai bagaimana posisi 

salam lintas agama dalam kerangka teologi Islam, dan sejauh mana fatwa MUI mencerminkan 

prinsip inklusivitas dan koeksistensi yang menjadi landasan Islam sebagai rahmatan lil-‘alamin. 

Untuk menjawab pertanyaan ini, dibutuhkan pendekatan yang tidak hanya mengandalkan 

pembacaan tekstual atas dokumen fatwa, tetapi juga telaah kritis terhadap praktik sosial-

keagamaan masyarakat serta pemikiran teologis yang relevan. Dalam menghadapi pergeseran 

nilai sosial dan politik, pendekatan teologi kontekstual menjadi sangat penting untuk 

memahami bagaimana umat Islam merespons perubahan sambil tetap menjaga integritas ajaran. 

Upaya untuk mencari solusi atas persoalan ini telah dilakukan oleh sejumlah pemikir 

Islam kontemporer yang mendorong pengembangan teologi inklusif sebagai pendekatan 

alternatif terhadap eksklusivisme keagamaan. Quraish Shihab, misalnya, menekankan 

pentingnya relasi sosial yang harmonis antarumat beragama dalam bingkai saling menghormati 

(Andiko et al., 2024). Nurcholish Madjid (2000) dalam gagasan tentang "tauhid sosial" 

memandang pluralitas sebagai manifestasi dari keesaan Tuhan yang diterjemahkan ke dalam 

hubungan kemanusiaan yang egaliter. Pemikiran ini juga bersesuaian dengan John Hick (1989), 

yang menekankan bahwa pluralisme adalah jawaban epistemologis atas keterbatasan manusia 

dalam memahami Tuhan yang transenden. Dalam konteks pendidikan, tokoh seperti Gus Dur 

dan pengikutnya turut mengadvokasi pemahaman Islam yang terbuka dan menjunjung tinggi 

nilai-nilai kemanusiaan universal(Safinatunaja & Aini, 2023);(Hilmy, 2012). 

Di tingkat praksis, respons masyarakat terhadap fatwa-fatwa kontroversial 

memperlihatkan dinamika sosial yang tidak dapat diabaikan. (Azmi, 2020)mencatat adanya 

polarisasi sikap dalam masyarakat terhadap fatwa penggunaan atribut non-Muslim. Demikian 
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pula, (Mun’im, 2022)menunjukkan bahwa fatwa MUI tentang pluralisme dipandang 

mengancam kebebasan beragama. Dalam konteks media sosial, (Hanafi et al., 

2020)menegaskan bahwa masyarakat mulai aktif mendiskusikan fatwa dan membentuk opini 

yang beragam. Studi oleh (Chaq, 2020)tentang fatwa MUI di masa pandemi menunjukkan 

bahwa legitimasi fatwa sangat bergantung pada konteks dan penerimaan sosial. Oleh karena 

itu, kajian kritis terhadap fatwa salam lintas agama harus mempertimbangkan relasi antara teks, 

konteks sosial, dan persepsi publik. 

Tinjauan pustaka menunjukkan bahwa sebagian besar kajian masih berfokus pada aspek 

hukum normatif atau reaksi sosial atas fatwa, tanpa menghubungkannya secara langsung 

dengan kerangka teologi inklusif. Penelitian oleh (Fathurrohman et al., 2023) dan (Hatami & 

Palkih, 2024)lebih menekankan pada moderasi beragama, sementara studi oleh (Purnomo, 

2023)dan (Si Simarmata et al., 2024)menyoroti dampak fatwa dalam dinamika pembangunan 

rumah ibadah. Celah inilah yang menjadi dasar penting bagi kajian ini, yaitu untuk mengisi 

kekosongan antara dimensi normatif fatwa dan pendekatan teologis inklusif sebagai instrumen 

etis yang adaptif terhadap pluralitas masyarakat. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fatwa MUI tentang salam lintas agama dalam 

kerangka teologi inklusif dan pluralisme agama Islam. Dengan pendekatan kualitatif dan 

metode analisis wacana kritis, studi ini berupaya menilai sejauh mana konstruksi wacana dalam 

teks fatwa mencerminkan dinamika sosial dan ideologis masyarakat Indonesia. Kebaruan studi 

ini terletak pada penyatuan antara analisis teks fatwa dan wacana publik dengan basis teori 

inklusivisme Islam kontemporer. Studi ini juga membangun hipotesis bahwa fatwa yang tidak 

mempertimbangkan maqashid syariah dan konteks sosial berisiko memperlebar jarak antara 

otoritas keagamaan dan masyarakat. Ruang lingkup kajian ini mencakup telaah atas teks fatwa, 

praktik sosial keagamaan di Indonesia, serta narasi keislaman inklusif dari tokoh-tokoh Muslim 

progresif sebagai tawaran epistemologis baru..   

Kajian Pustaka 

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini bertujuan untuk membangun fondasi teoretis dan 

konseptual yang kuat dalam memahami posisi salam lintas agama dalam kerangka teologi Islam 

kontemporer, khususnya dalam konteks pluralisme dan otoritas fatwa. Penekanan diberikan 

pada pemahaman terhadap konsep fatwa, teori pluralisme agama, teologi inklusif, maqashid 

syariah, serta simbolisme salam sebagai bagian dari praktik keberagamaan di masyarakat 

majemuk. Dengan mengintegrasikan pandangan dari berbagai sumber akademik, tinjauan ini 

juga mengidentifikasi celah penelitian yang relevan untuk mendukung urgensi rekonstruksi 

wacana fatwa ke arah yang lebih kontekstual dan inklusif. 

Fatwa dalam sistem hukum Islam klasik dan kontemporer memiliki peran penting dalam 

memberikan panduan hukum kepada umat Islam. Definisi fatwa dapat dipahami sebagai 

pernyataan hukum dari seorang ulama yang didasarkan pada Al-Qur’an, Sunnah, dan ijma’ 

(Hasanah, 2017);(Fariana, 2017);(Suhartono, 2018). Dalam tradisi hukum Islam klasik, fatwa 

bersifat kontekstual, mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya lokal, seperti dilakukan 

oleh ulama besar seperti Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’I (Darna, 2021);(Firmansyah, 

2022). Namun, fatwa tetap harus tunduk pada kaidah fikih dan tidak boleh bertentangan dengan 

prinsip dasar Islam (Arifandi, 2023);(A. Latief, 2022). 

Transformasi fatwa dalam konteks kontemporer memperlihatkan bahwa fatwa kini tidak 

hanya bersifat spiritual tetapi juga sosial-politik. Fatwa MUI, misalnya, telah menjadi sumber 

legitimasi moral dan etis dalam berbagai kebijakan publik di Indonesia (Umam & Kimberly, 
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2021). Fatwa memiliki posisi strategis sebagai instrumen yang menghubungkan norma-norma 

agama dengan realitas sosial modern. Namun, status hukumnya tetap tidak mengikat kecuali 

diakui secara formal oleh sistem hukum negara, seperti dalam konteks keuangan syariah (A. 

Latief, 2022);(Mohd Noor & Mohd Noor, 2021). Oleh karena itu, kemampuan fatwa untuk 

beradaptasi dengan kompleksitas masyarakat multikultural menjadi tantangan tersendiri. 

Dalam wacana pluralisme agama, pemikiran John Hick menjadi titik acuan penting. Hick 

menyatakan bahwa semua agama merupakan respons yang sah terhadap realitas transendental, 

yang karena keterbatasan epistemik manusia, akan selalu tampak berbeda. (Purwadi, 2023) dan 

(Putra et al., 2023)menegaskan bahwa pemikiran Hick memberi kontribusi besar dalam 

membangun dialog antaragama dengan basis penghormatan terhadap perbedaan. Di Indonesia, 

pemikiran ini berimplikasi pada ajakan kepada umat Islam untuk bersikap terbuka terhadap 

realitas plural, tanpa kehilangan esensi keimanan(Mun’im, 2022);(Toha & Muna, 2022) 

Namun, diskursus pluralisme tidak lepas dari tantangan internal. Kritik terhadap teori 

pluralisme agama sering diarahkan pada pandangan bahwa ia dapat mengaburkan keunikan 

ajaran Islam dan mereduksi klaim kebenaran eksklusif(Armayanto, 2024). Oleh karena itu, 

dalam konteks Islam, pluralisme perlu diintegrasikan secara hati-hati melalui pendekatan 

teologi inklusif. 

Teologi inklusif dalam pemikiran Islam kontemporer dikembangkan oleh tokoh-tokoh 

seperti Nurcholish Madjid, Fazlur Rahman, dan Abdullah Saeed. Madjid menekankan 

pentingnya dialog antaragama sebagai sarana membangun perdamaian dan pemahaman 

(Sopandi & Taofan, 2019);(Khaeroni, 2021). Rahman, dengan pendekatan hermeneutiknya, 

berusaha mereformasi cara pandang umat terhadap teks dengan menekankan nilai-nilai 

keadilan dan kesetaraan(Majdi, 2019). Inklusivitas dalam konteks ini ditandai oleh pengakuan 

terhadap nilai-nilai universal seperti cinta, keadilan, dan hak asasi manusia (Aminudin, 2021). 

Teologi inklusif tidak berhenti pada ranah wacana, tetapi juga merambah ke pendidikan, 

sosial, dan kebijakan publik. Pendekatan ini menekankan bahwa agama tidak hanya menjadi 

instrumen legalisme, tetapi juga sebagai sarana transformasi sosial menuju masyarakat yang 

toleran dan damai (Saefudin & Rohman, 2019). Pendidikan Islam yang bersifat inklusif, 

sebagaimana dipromosikan oleh Gus Dur, menjadi instrumen strategis dalam menanamkan 

nilai-nilai pluralisme kepada generasi muda (Safinatunaja & Aini, 2023);(Hilmy, 2012). 

Kerangka teoretis berikutnya yang penting dalam menilai fatwa adalah maqashid syariah. 

Konsep ini menekankan pada pencapaian tujuan syariah, yang meliputi perlindungan terhadap 

agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Mustaqim, 2023);(Maudhunati & Muhajirin, 2022). 

Dalam praktiknya, maqashid syariah digunakan untuk menilai apakah sebuah kebijakan atau 

fatwa mendukung kemaslahatan umat atau tidak. (Huda & Saripudin, 2022) serta (Mansyur, 

2020)menyatakan bahwa pendekatan ini sangat relevan dalam konteks sosial modern, karena 

ia mempertimbangkan maslahat publik sebagai prinsip dasar penetapan hukum. 

Dalam pengembangan hukum Islam kontemporer, maqashid syariah memungkinkan 

fatwa bergerak dari pendekatan tekstual-formalistik menuju pendekatan kontekstual dan 

humanistik. Ini tampak dalam penerapan maqashid dalam perbankan syariah, sertifikasi halal, 

dan isu-isu kesehatan publik (Rahmi et al., 2024);(Saputra & Hilabi, 2022). Oleh karena itu, 

penerapan maqashid syariah terhadap fatwa salam lintas agama dapat memberikan arah baru 

dalam memahami legitimasi dan dampak sosial dari fatwa tersebut. 
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Selain pendekatan normatif, penting juga untuk memahami simbolisme salam dalam 

masyarakat majemuk. Salam, sebagai ungkapan perdamaian, bukan hanya perintah agama 

tetapi juga alat komunikasi sosial yang kuat. Penelitian di lingkungan pendidikan dan 

komunitas antaragama menunjukkan bahwa praktik salam lintas agama berperan besar dalam 

memperkuat sikap toleransi dan kohesi sosial(Ashilla et al., 2024);(Siahaan et al., 

2024);(Effendi, 2023). Dalam kerangka moderasi beragama, salam menjadi simbol keterbukaan 

dan persaudaraan lintas iman (QOTRUNNADA, 2023);(Al-Hikami et al., 2023) 

Namun, praktik ini tidak lepas dari tantangan. Intoleransi masih menjadi penghalang 

utama dalam penerimaan simbol-simbol lintas agama. Oleh karena itu, pendidikan formal dan 

informal harus berperan aktif dalam membangun budaya dialog dan toleransi agar salam tidak 

sekadar simbol, tetapi juga menjadi refleksi nilai-nilai kemanusiaan universal (Siahaan et al., 

2024). 

Tinjauan pustaka ini memperlihatkan bahwa diskursus tentang salam lintas agama berada 

pada persimpangan antara otoritas normatif fatwa, tuntutan pluralisme, dan strategi teologi 

inklusif. Sebagian besar kajian yang ada masih berfokus pada peran sosial fatwa atau wacana 

pluralisme secara umum, tanpa mengaitkan keduanya dalam kerangka teoritik yang sistematis. 

Celah ini memperkuat urgensi penelitian yang menggabungkan pendekatan analisis wacana 

kritis dengan landasan teologi inklusif dan maqashid syariah. Dengan demikian, penelitian ini 

diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan studi Islam kontemporer 

yang responsif terhadap konteks sosial, politis, dan keagamaan yang terus berkembang..   

Metode  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan 

(library research). Pendekatan ini dipilih karena relevan dalam menjelaskan fenomena sosial-

keagamaan melalui analisis mendalam terhadap dokumen, teks, dan narasi publik. Seperti 

dijelaskan oleh(Fajriani, 2019), studi kepustakaan memberikan ruang eksplorasi terhadap 

keberagaman sumber yang luas, memungkinkan pemahaman yang mendalam tentang praktik 

keagamaan. Pendekatan ini juga sesuai dengan sifat penelitian yang berfokus pada analisis 

wacana dan konstruksi ideologis dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai salam 

lintas agama. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari dokumen-dokumen resmi 

fatwa MUI, artikel ilmiah, buku, laporan penelitian, dan sumber media daring yang membahas 

salam lintas agama, teologi Islam, dan pluralisme agama. Teknik pengumpulan data dilakukan 

melalui studi literatur dengan mengakses database akademik bereputasi seperti Scopus, 

SpringerLink, dan Google Scholar, serta sumber primer dari situs resmi MUI. Peneliti juga 

mengumpulkan tanggapan publik dan respons tokoh agama dari media daring sebagai bagian 

dari data kualitatif. (Ramly, 2022)menyatakan bahwa pendekatan ini mampu menangkap 

konteks ideologis dan dinamika sosial yang tidak dapat dijelaskan secara kuantitatif. 

Penelitian ini menggunakan Analisis Wacana Kritis (AWK) sebagai teknik utama 

analisis data. Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam hubungan antara 

bahasa, kekuasaan, dan ideologi dalam teks keagamaan. Model yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah model Norman Fairclough, yang mencakup tiga dimensi: analisis teks, 

praktik diskursif, dan praktik sosial. Seperti diuraikan oleh(Satiya et al., 2022), model ini 
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memungkinkan pengungkapan bagaimana struktur sosial dan kepentingan ideologis 

direproduksi melalui bahasa. 

Analisis teks mencakup pemeriksaan terhadap struktur kebahasaan dan narasi normatif 

dalam teks fatwa. Praktik diskursif melibatkan kajian terhadap proses produksi dan konsumsi 

wacana, termasuk bagaimana fatwa diterima atau ditentang oleh masyarakat. Praktik sosial 

menganalisis konteks sosial-politik yang melatarbelakangi penerbitan fatwa dan bagaimana 

konteks tersebut memengaruhi makna yang terkandung dalam teks. Penelitian oleh (Ayu 

Suciartini, 2017)dan (Setiani et al., 2023)menunjukkan bahwa penggunaan pendekatan 

Fairclough efektif dalam membongkar relasi kuasa dan dominasi ideologis dalam narasi 

keagamaan. 

Validitas dalam penelitian kualitatif dilihat dari empat aspek utama, yakni kredibilitas, 

transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Untuk meningkatkan kredibilitas, 

penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai data dari teks 

fatwa, media, dan literatur akademik. Metode ini sejalan dengan praktik (Khairunisa & Rena, 

2024)yang menggunakan teknik observasi dan dokumentasi dalam meningkatkan keandalan 

data. 

Transferabilitas dicapai dengan memberikan deskripsi kontekstual yang mendalam 

mengenai konteks sosial-politik Indonesia, sehingga pembaca dapat menilai relevansi temuan 

dalam konteks lain(Umyati, 2023). Dependabilitas dijaga melalui pelaporan sistematis dan rinci 

mengenai proses pengumpulan dan analisis data, seperti yang disarankan oleh(Fadillah & 

Tarigan, 2021). Konfirmabilitas ditegakkan dengan menjaga objektivitas peneliti melalui 

refleksi kritis terhadap posisi dan latar belakang peneliti dalam menginterpretasikan data, 

sebagaimana dijelaskan oleh(Rustandi, 2018). 

Studi kepustakaan memberikan fleksibilitas dalam mengakses wacana dari berbagai 

sudut pandang, sekaligus memperkuat argumen dengan basis referensi yang kuat(Fajriani, 

2019);(Ramly, 2022). Namun demikian, keterbatasan utama dari pendekatan ini terletak pada 

keterbatasan data empiris langsung. Sebagaimana dicatat oleh(Adon & Avi, 2023), potensi bias 

dari pemilihan sumber dan keterbatasan informasi terkini harus diantisipasi dengan pendekatan 

yang kritis dan reflektif. Selain itu, dalam konteks fenomena sosial yang berkembang cepat, 

seperti diskursus fatwa di media sosial, studi kepustakaan harus dikombinasikan dengan 

pendekatan digital untuk menangkap dinamika mutakhir (Wahid et al., 2022). 

Pemilihan metode kualitatif berbasis studi kepustakaan dan AWK didasarkan pada 

karakteristik objek kajian, yaitu teks fatwa dan wacana publik tentang salam lintas agama. 

Objek ini tidak dapat diakses atau diukur melalui pendekatan kuantitatif karena berkaitan 

dengan makna, simbol, dan konstruksi ideologis. Oleh karena itu, penggunaan pendekatan 

interpretatif dalam kerangka analisis wacana kritis memungkinkan peneliti untuk 

mengidentifikasi relasi kekuasaan, ideologi, serta nilai-nilai normatif yang dibangun melalui 

fatwa dan respons publik. 

Dengan kerangka ini, penelitian diharapkan dapat mengungkap makna tersembunyi di 

balik narasi keagamaan yang beredar, sekaligus memberikan kontribusi pada pengembangan 

teologi Islam yang lebih responsif terhadap konteks pluralitas dan kebangsaan. 
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Hasil 

A. Analisis Teks Fatwa MUI 

Teks fatwa keagamaan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) 

memiliki karakteristik linguistik dan semantik yang mencerminkan fungsi normatif dan 

tujuan ideologis dari lembaga keagamaan tersebut. Penggunaan bahasa formal, kalimat 

kompleks, dan diksi yang tegas menunjukkan upaya mempertahankan legitimasi serta 

otoritas fatwa dalam konteks masyarakat yang pluralistik. (Iswahyudi, 2017)mencatat 

bahwa pendekatan eksklusif dalam penulisan fatwa MUI berpotensi menimbulkan 

radikalisme di kalangan umat Islam. Dalam kerangka ini, strategi komunikasi dalam teks 

fatwa tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga preskriptif dan hegemonik. 

Secara semantik, fatwa cenderung menegaskan makna-makna tertentu atas istilah 

agama, tanpa membuka ruang interpretasi alternatif. (War’i, 2021)menunjukkan adanya 

kontradiksi antara pemahaman normatif dalam fatwa dan tradisi historis masyarakat, 

mencerminkan ketegangan antara teks dan praksis. Menurut Nanda et al. (2024), analisis 

semantik diperlukan untuk memahami dasar argumen dalam fatwa, khususnya dalam 

situasi keberagaman. Misalnya, polemik seputar penggunaan atribut non-Muslim dalam 

masyarakat plural diuraikan oleh(Azmi, 2020), menunjukkan pentingnya kejelasan 

semantik dalam konstruksi fatwa. Oleh karena itu, teks fatwa bukan hanya produk hukum, 

tetapi juga perangkat semiotik yang memiliki konsekuensi sosial dan teologis. 

B. Representasi Simbol Agama dalam Wacana Fatwa 

Simbol agama dalam fatwa tidak hanya sekadar entitas linguistik, tetapi juga sarana 

pembentukan makna dan identitas sosial. Representasi simbol dalam teks fatwa 

menunjukkan kecenderungan ideologis dan relasi kuasa yang terselubung. (Alnizar, 

2025)menunjukkan bahwa dalam kasus Ahmadiyah, fatwa MUI menggunakan istilah-

istilah normatif untuk membentuk kognisi sosial dan legitimasi institusional. Strategi 

wacana ini memperkuat dikotomi antara yang sah dan yang menyimpang dalam kerangka 

keagamaan. 

Meski demikian, kurangnya kajian tentang metafora dalam fatwa mengindikasikan 

adanya peluang riset lanjutan. Analisis simbol dalam fatwa seharusnya mampu 

menyingkap bagaimana bahasa memperkuat atau menantang batas-batas identitas. Selain 

itu, sensitivitas terhadap konteks sosial budaya pluralistik, sebagaimana dikemukakan 

oleh(Nurhasanah & Tanjung, 2023), seharusnya menjadi prasyarat dalam pembentukan 

fatwa. Maka, simbol agama dalam teks fatwa memiliki fungsi politis dan identitas, bukan 

semata-mata keagamaan. 

 

C. Relasi Kuasa dalam Wacana Fatwa Resmi 

Bahasa dalam fatwa bukanlah instrumen netral; ia adalah konstruksi kuasa yang 

mengatur otoritas, norma, dan interpretasi. Fatwa memanfaatkan struktur bahasa formal 

untuk mempertegas legitimasi lembaga pengeluar fatwa. Walau beberapa referensi 

sebelumnya tidak relevan secara langsung, penting untuk dicatat bahwa istilah-istilah 

seperti "halal" dan "haram" membawa bobot otoritatif dan normatif yang kuat. Relasi kuasa 

ini tampak dalam eksklusi atas praktik-praktik keagamaan minoritas atau alternatif. 

Penggunaan bahasa strategis ini menciptakan hierarki simbolik dalam ruang publik 

Islam, di mana fatwa bertindak sebagai pengatur makna dan pelestari ortodoksi. Namun, 

relasi ini bersifat dinamis karena dipengaruhi oleh respons masyarakat. Dengan demikian, 

wacana fatwa merepresentasikan praktik diskursif yang membentuk relasi sosial dan 

mengatur posisi keagamaan dalam masyarakat majemuk. 

 

 

D. Teks Keagamaan dan Identitas Kolektif Umat 
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Teks keagamaan, termasuk fatwa, berfungsi sebagai medium pembentukan 

identitas kolektif umat. Struktur wacana dalam teks menyusun nilai dan simbol keagamaan 

yang menjadi titik temu emosional dan normatif komunitas Muslim. (Khair Khasri, 

2021)menjelaskan bahwa rigiditas simbol keagamaan dalam teks dapat menguatkan 

kesadaran kolektif. Identitas ini dibangun melalui istilah-istilah, narasi, dan penekanan 

nilai moral dalam teks. 

Ruang ibadah sebagai simbol material juga memperkuat dimensi kolektif. (Yana 

Nasila et al., 2024)menunjukkan peran tempat ibadah dalam memelihara identitas 

komunal. Sementara itu, studi (Rosyidah & Damastuti, 2023)memperlihatkan bahwa teks 

agama membentuk identitas melalui narasi dan pengalaman kolektif. Oleh karena itu, teks 

agama bukan hanya berisi hukum atau etika, tetapi juga memainkan fungsi sosial dan 

kultural sebagai pengikat solidaritas umat. 

E. Resistensi Sosial terhadap Otoritas Fatwa 

Resistensi sosial terhadap fatwa mencerminkan dinamika antara otoritas 

keagamaan dan realitas sosial. Fatwa yang tidak mempertimbangkan lokalitas atau bersifat 

eksklusif cenderung ditolak. (Hamzah, 2018)dan (Hadi & Ma’adi, 2021)menunjukkan 

bahwa masyarakat sering mereinterpretasi fatwa, terutama bila bertentangan dengan nilai 

atau praktik lokal. Misalnya, fatwa tentang atribut non-Muslim menuai protes karena 

dianggap tidak kontekstual(Azmi, 2020). 

Ketimpangan ekonomi dan sosial juga menjadi pendorong resistensi. (Hariyanto & 

Sajali Harahap, 2023)menyebutkan bahwa persepsi diskriminasi ekonomi membuat 

masyarakat skeptis terhadap fatwa. Selain itu, (Mun’im, 2022)menyoroti bahwa beberapa 

fatwa dianggap bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia dan pluralisme, 

memperkuat ketegangan antara nilai normatif Islam dan kehidupan sosial modern. 

F. Media Digital dan Wacana Keagamaan Alternatif 

Media digital telah membuka ruang bagi munculnya wacana keagamaan alternatif. 

Alam et al. (2024) dan (Toni et al., 2021)mengemukakan bahwa platform daring 

memungkinkan individu dan komunitas menyampaikan pemahaman agama secara 

mandiri, mengurangi dominasi otoritas tradisional. (Fakhruroji et al., 2020)menambahkan 

bahwa media digital memperluas jangkauan dakwah dan melibatkan generasi muda dalam 

diskusi keagamaan. 

Namun, tantangan muncul dalam bentuk hiper-religiositas dan penyebaran 

ekstremisme(Saumantri, 2023). Maka, program moderasi beragama di ruang digital, seperti 

yang dikembangkan oleh Kementerian Agama(F. Taufiq & Alkholid, 2021), menjadi 

penting untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan beragama dan harmoni sosial. 

G. Peran Organisasi Keagamaan Moderat 

Organisasi keagamaan moderat memainkan peran strategis dalam merespons 

wacana eksklusivisme. Mereka berfungsi sebagai jembatan dialog antaragama dan 

intraagama. (Viktorahadi, 2022)menyebutkan bahwa moderasi adalah fondasi stabilitas 

sosial. Pendidikan juga menjadi sarana penting dalam penyebaran nilai-nilai 

toleransi(Rahmadi & Hamdan, 2023). 

Media sosial digunakan secara aktif untuk menegaskan nilai inklusif, sebagaimana 

dibahas oleh(Hannan & Mursyidi, 2023). Kolaborasi lintas iman dan penyuluhan langsung 

memperkuat relasi antar komunitas(Jubba et al., 2019). Organisasi moderat tidak hanya 

merepresentasikan arus tengah dalam Islam, tetapi juga sebagai aktor perubahan sosial. 

H. Struktur Sosial dan Respons terhadap Fatwa 

Struktur sosial menentukan penerimaan atau penolakan terhadap fatwa. (War’i, 

2021)menemukan bahwa persepsi masyarakat terhadap fatwa MUI sangat dipengaruhi oleh 

tradisi lokal. Tingkat pendidikan dan ekonomi juga mempengaruhi kemampuan 
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masyarakat dalam memahami dan menerima fatwa(Hadi & Ma’adi, 2021);(Hariyanto & 

Sajali Harahap, 2023) 

Modal sosial dan jaringan komunitas menjadi mediator penting dalam 

menyebarkan atau menolak fatwa (Puryandani & Kholid Hidayatullah, 2019). Dominasi 

norma mayoritas dalam masyarakat juga dapat memperkuat atau menolak otoritas 

fatwa(Kurniawan, 2017). Dengan demikian, strategi fatwa harus mempertimbangkan 

dimensi stratifikasi sosial dan jaringan komunitas agar dapat diterima secara luas. 

I. Indikator Teologis Fatwa Inklusif dan Eksklusif 

Perbedaan antara fatwa eksklusif dan inklusif dapat ditelusuri melalui pendekatan 

teologis. Penafsiran literal atas teks suci cenderung melahirkan fatwa eksklusif, sedangkan 

pendekatan kontekstual membuka jalan bagi fatwa inklusif  (Abidin et al., 2023);(War’i, 

2021). Dinamika sosial dan budaya juga memengaruhi bentuk fatwa yang muncul 

(Nurhasanah & Tanjung, 2023). 

Fatwa inklusif cenderung menekankan kesetaraan dan dialog, sehingga lebih 

diterima di masyarakat multikultural(Setiawan & Apsari, 2019);(Lestari et al., 2022). Oleh 

karena itu, indikator utama terletak pada fleksibilitas interpretasi, konteks sosial, dan nilai-

nilai universal dalam teks fatwa. 

J. Prinsip Tauhid Sosial dalam Wacana Koeksistensi 

Tauhid sosial sebagai konsep teologis menawarkan dasar untuk kehidupan yang 

harmonis dalam masyarakat plural. Pendidikan inklusif berperan penting dalam 

membentuk pemahaman lintas agama(Ansyori, 2024). Perspektif ini selaras dengan 

pendekatan Quraish Shihab dan Sayyid Quthb yang mengakui pengaruh besar agama 

dalam kehidupan sosial(Nurfauzi et al., 2025). 

Kerangka keadilan sosial (Hodge, 2010) dan studi empirik di Manado (Larson, 

2022)menunjukkan bahwa prinsip tauhid sosial dapat menginspirasi koeksistensi melalui 

praktik interaksi antaragama yang sehat. Diskursus ini menegaskan bahwa keimanan yang 

inklusif harus menjadi fondasi dari relasi sosial yang damai. 

K. Teologi Islam Progresif dan Kebijakan Publik 

Teologi progresif dalam Islam berkontribusi besar terhadap perumusan kebijakan 

publik yang adil dan inklusif. Perspektif ini memfokuskan pada keadilan sosial, 

pengentasan kemiskinan, dan reformasi hukum(Rasya & Triadi, 2024);(Noviana, 2019). 

(Ramadhan & Khoirunurrofik, 2024)menekankan pentingnya desentralisasi berbasis 

karakteristik lokal untuk keadilan distribusi. 

Pemikiran ini juga menuntut transparansi dan partisipasi publik dalam 

pemerintahan(Cahyani Muis, 2020). Dengan demikian, teologi Islam progresif mengusung 

reformasi struktural dan nilai-nilai moral yang sejalan dengan demokrasi sosial. 

L. Evaluasi Simbol Agama melalui Maqashid Syariah 

Simbol agama dalam kebijakan publik perlu dievaluasi dengan pendekatan 

maqashid syariah untuk menjamin maslahat yang holistik. Lima aspek maqashid agama, 

jiwa, akal, keturunan, dan harta menjadi parameter utama(Mustaqim, 2024). Penilaian ini 

penting untuk menghindari diskriminasi berbasis simbol dan mendorong keadilan 

sosial(Fattah, 2024). 

Aspek rasionalitas dan pemahaman kritis terhadap simbol keagamaan juga perlu 

ditekankan(Uula & Harahap, 2023). Oleh karena itu, maqashid syariah tidak hanya 

memberikan justifikasi normatif, tetapi juga arah strategis untuk kebijakan berbasis 

keadilan dan inklusivitas. 

Dengan menyusun hasil penelitian berdasarkan temuan tekstual, sosial, dan teologis 

secara sistematis, bagian ini menunjukkan kompleksitas wacana fatwa dalam masyarakat 

plural. Kombinasi antara analisis linguistik, respons sosial, dan kerangka maqashid 
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memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap dinamika dan implikasi fatwa 

keagamaan di Indonesia kontemporer. 

  

Pembahasan 

Ketegangan antara simbolisme teologis dan etika sosial dalam masyarakat plural 

menunjukkan bahwa interaksi antara keyakinan religius dan nilai-nilai universal tidak selalu 

berjalan harmonis. Dalam konteks sosial yang majemuk, masyarakat dituntut untuk menavigasi 

antara identitas teologis yang kuat dengan ekspektasi terhadap prinsip-prinsip etika sosial yang 

mengedepankan keadilan dan keberagaman. (Rane et al., 2020)mencatat bahwa Muslim di 

Australia mengalami disonansi antara kepercayaan terhadap syariat dan realitas sosial yang 

pluralistik, terutama ketika konsep-konsep seperti jihad atau hukum Islam dibingkai dalam 

perspektif politik dan sosial yang sensitif. Sementara itu, di Indonesia, nilai-nilai teologis dapat 

dikontekstualisasikan secara konstruktif melalui fondasi Pancasila, sebagaimana dijelaskan 

oleh(Wuysang & Intan, 2018), bahwa prinsip dasar negara Indonesia memberi ruang bagi 

pluralisme berbasis fondasi teologis yang moderat. 

Namun demikian, pluralisme tidak selalu diterima secara universal oleh seluruh 

kalangan. Dalam praktiknya, pendidikan etika sosial yang menekankan inklusivitas dan 

demokrasi sering kali berhadapan dengan pandangan religius konservatif yang menolak 

prinsip-prinsip tersebut sebagai bagian dari ancaman terhadap tatanan nilai keagamaan. (Saada, 

2020)menjelaskan bahwa konflik dalam pendidikan etika muncul ketika demokrasi dianggap 

bertentangan dengan sistem nilai moral yang dianggap otentik dari agama. Ketegangan ini 

menjadi semakin nyata dalam relasi sosial seperti pernikahan antaragama, yang oleh (Larson, 

2022)dipahami sebagai ruang negosiasi identitas antara subjektivitas individu dan norma 

komunal. 

Dalam upaya merespons ketegangan tersebut, dialog antaragama perlu ditekankan 

sebagai alat transformasi sosial. (Dell’Oro, 2002)dan (Nikolajsen, 2020)menekankan 

pentingnya pengakuan terhadap pluralitas moral dan keterbukaan dalam diskursus bioetika dan 

kehidupan sosial keagamaan. Melalui pendekatan lintas iman, seperti yang dikembangkan 

(Lynch, 2000)dan (Kaunda, 2016)agama dapat mengembangkan tanggung jawab moral yang 

lebih universal, yang tidak hanya terbatas pada kelompok sendiri tetapi juga melampaui batas-

batas komunal. Hal ini menekankan bahwa simbolisme teologis dapat tetap dijaga dalam rangka 

membangun etika sosial bersama, sejauh dilakukan dalam kerangka saling pengertian. 

Di sisi lain, pendekatan inklusif dalam menghadapi politik identitas keagamaan menjadi 

sangat penting dalam mengurangi potensi polarisasi sosial. (Suhariyanto, 2024)dan 

(Pamungkas & Triindriasari, 2019)menunjukkan bagaimana isu-isu keagamaan digunakan 

dalam politik elektoral untuk mobilisasi massa, sementara (Nordholt, 2018)mengingatkan 

bahwa pendekatan inklusif justru dapat memperkuat kohesi sosial dengan menciptakan ruang 

interaksi yang sehat antar kelompok. Sebagai respons terhadap politik identitas yang eksklusif, 

kebijakan publik perlu berorientasi pada penghormatan terhadap keberagaman, sebagaimana 

dijelaskan oleh (Hemming, 2011) dalam konteks pendidikan yang menanamkan nilai 

pluralisme sejak usia dini. 

Pendekatan inklusif juga dapat mengubah cara publik memandang representasi politik 

dan pemilu. (Stevenson & Muldoon, 2010)serta (Azizah, 2023)menggarisbawahi bahwa afiliasi 

keagamaan dalam proses politik dapat mendistorsi pertimbangan rasional pemilih, sehingga 

memperkuat eksklusivitas identitas. Sebaliknya, pendekatan inklusif menempatkan keadilan 

substantif sebagai fokus utama kebijakan, sebagaimana dipromosikan oleh (Ardipandanto, 

2020)dan(M. Taufiq et al., 2024), di mana partisipasi politik harus berorientasi pada 

kepentingan publik yang luas, bukan kepentingan sektarian. 
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Selanjutnya, peran teologi kontekstual menjadi krusial dalam membongkar dominasi 

wacana keagamaan yang rigid dan menawarkan pendekatan yang lebih fleksibel serta adaptif 

terhadap kondisi sosial lokal. (Denar et al., 2023)dan (Budi, 2024)membuktikan bagaimana 

elemen budaya lokal, seperti dalam konteks Manggarai dan Kalimantan Barat, mampu menjadi 

sarana interpretasi baru terhadap ajaran agama. Pendekatan ini bukan hanya memperkaya 

pemahaman teologi tetapi juga menjadikan ajaran tersebut lebih relevan dan diterima secara 

luas dalam komunitas pluralistik. (Hernandez Blandón, 2021)menekankan bahwa gereja dan 

lembaga keagamaan tidak cukup bersikap defensif, tetapi harus bersikap proaktif dalam 

menjawab tantangan sosial. 

Dalam wacana missiologi, (Simon, 2013)menawarkan gagasan tentang misi lintas batas 

yang mengakui pluralitas budaya dan agama, serta menempatkan teologi dalam kerangka 

hubungan, bukan dominasi. Ini menjadi langkah penting dalam membentuk narasi keagamaan 

yang tidak lagi berorientasi pada hegemoni tetapi pada kolaborasi dan dialog lintas komunitas. 

Di sinilah rekonstruksi wacana keagamaan menjadi agenda penting bagi para teolog dan praktisi 

agama. 

Perkembangan otoritas keagamaan di era digital menunjukkan bahwa ruang publik tidak 

lagi didominasi oleh institusi formal, tetapi juga oleh aktor-aktor digital yang menyuarakan 

pandangan keagamaan mereka melalui media sosial. Abdul et al. (2023) dan (Mustakimah & 

Waehama, 2023)menunjukkan bahwa konsep moderasi beragama telah menyebar luas melalui 

platform digital seperti Instagram, yang memperluas jangkauan narasi keagamaan yang inklusif 

dan menyejukkan. Ini membuka peluang baru bagi otoritas agama untuk membangun kembali 

legitimasi mereka di ruang publik digital. 

Namun, tantangan juga datang dari fragmentasi otoritas dalam ruang digital. (Zulkifli, 

2013)mengingatkan bahwa banyaknya suara keagamaan di media sosial dapat menyebabkan 

kebingungan dan kompetisi naratif yang mengaburkan prinsip moderasi. Dalam konteks ini, 

wacana salam lintas agama bukan hanya menjadi simbol sopan santun, tetapi juga simbol 

perlawanan terhadap eksklusivitas yang semakin menguat di ruang daring. (Waqhidah, 

2025)menekankan bahwa radikalisme digital dapat merusak fondasi etika komunikasi 

antaragama jika tidak ditanggulangi dengan pendekatan edukatif dan literasi digital yang kuat. 

Dengan demikian, pembahasan ini menegaskan bahwa dinamika wacana fatwa, 

simbolisme agama, dan pluralisme tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial-politik dan media 

kontemporer. Pendekatan teologis yang kontekstual dan inklusif, serta pemanfaatan media 

digital secara bijak, menjadi kunci dalam membangun masyarakat yang toleran dan harmonis. 

Diskursus keagamaan tidak lagi dapat dipahami semata-mata sebagai ekspresi iman, tetapi juga 

sebagai bentuk praksis sosial yang berdampak luas terhadap kohesi dan keadilan sosial dalam 

masyarakat multikultural..  

Kesimpulan 

Studi ini mengungkap bahwa fatwa keagamaan, khususnya dari Majelis Ulama 

Indonesia (MUI), memegang peran penting dalam membentuk wacana keagamaan di tengah 

masyarakat plural. Temuan utama menunjukkan bahwa aspek linguistik, semantik, dan relasi 

kuasa dalam teks fatwa merefleksikan dinamika ideologis yang kompleks, sering kali 

memengaruhi penerimaan sosial serta proses pembentukan identitas kolektif umat. Respons 

masyarakat terhadap fatwa juga menunjukkan adanya resistensi sosial, munculnya wacana 

keagamaan alternatif di media digital, serta penguatan aktor keagamaan moderat. Studi ini 

memberikan kontribusi terhadap pemahaman teoritik dan praktis mengenai hubungan antara 

otoritas keagamaan, struktur sosial, dan dinamika pluralisme dalam masyarakat Muslim 

kontemporer. Implikasi studi ini mendorong perlunya pendekatan inklusif dan kontekstual 

dalam formulasi fatwa ke depan. Riset lanjutan dapat diarahkan pada eksplorasi lebih dalam 
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terhadap fragmentasi otoritas keagamaan di era digital serta rekonstruksi kebijakan berbasis 

maqashid syariah yang mengedepankan keadilan sosial dan harmoni lintas iman. 
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